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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah Pelaksanaan                  

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di 

Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 2)Apa saja 

hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa 

sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu, 3)Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Per-

lindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Tujuannya 

1)Penelitian mengetahui gagasan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 2)Menjelaskan hambatan Pelaksanaan Perlin-

dungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 3)Menjelaskan 

upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan penelitian hukum so-

siologis. Sumber data terdiri atas data primer, sekunder, tersier dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, kajian per-

pustakaan. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif, sedangkan 

menarik kesimpulannya menerapkan metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana secara maksimal. Ham-

batannya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak dan 

kewajiban petani kelapa sawit dikarenakan Keterbatasan akses petani kelapa sawit 

terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produk-

tivitas dan kesejahteraan para petani. Upaya mengatasi hambatannya dengan 

melakukan Penguatan dan penegakan Hukum dan Implementasi Undang-Undang 

terkait.  

Kata Kunci: Pelindungan, Pemberdayaan Petani, Pelaksanaan 
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BAB I                                                                                              

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untukmelindungi 

segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bang-

sa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.Sejalan dengan 

amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 

1945, komoditas pertanian maupun komoditas perkebunan atau kelapa sawit  dia-

rahkan untukmeningkatkan sebesar-besarkesejahteraanPetani. Selama ini Petani 

telahmemberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan ekonomi pedesaan.
1
 

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki intensitas cukup tinggidalam 

kegiatan komoditas perkebunan atau kelapa Sawit dan pembudidayaanhasil per-

tanian, kebun dan perikanan terdapat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Rokan Hulu tahun 2021 Kecamatan Tambusai merupakan daerah yang memiliki 

kebun kelapa sawit terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di 

Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dengan luas 42.181,00 hektare. Dengan luasnya 

perkebunan tersebut maka diperlukan adanya perencanaan dan pengolahan yang 

baik agar pembangunan berkelanjutan terwujud, serta meningkatkan kesejahteraan 

petani kelapa sawit. Potensi yang dimiliki Kecamatan Tambusai juga memacu 

                                                             
1

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, (Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

2018),  hlm. 3.     
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pada pertumbuhan, serta melakukan kegiatan pembangunan demi meningkatkan 

mutu serta taraf kesejahteraan petani kelapa sawit di Kecamatan Tambusai.
2
 

Permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam harga kelapa 

sawit saat ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena harga yang 

ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga yang berlaku dilapangan. 

Ini disebabkan oleh kurangnya optimalitas dan implementasi regulasi terkait 

penetapan harga kelapa sawit oleh pemerintah serta ketidaksepakatan para 

pengelola perkebunan kelapa sawit. Petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu 

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu juga mengungkapkan bahwa 

selama musim panen, pasokan kelapa sawit berlimpah, tetapi harga kelapa sawit 

cenderung turun. Dengan demikian Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu juga mendukung untukKetahanan Pangan dalam memen-

uhi kebutuhan pangan yangmerupakan hakdasar bagi petani kelapa sawit di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang perlu di-

wujudkan secara nyata danmandiri.
3
 

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang DasarNegara 

Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofipembangunan 

bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak ataskesejahteraan. Oleh 

karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya 

                                                             
2
Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.  

3
Nur Asiah Ritonga, Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung 

Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sarjana Ilmu 

Politik Pemerintahan, Bandung: Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022, hlm. 

3. 
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ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang perkebunanmaupun di bidang 

lainnya.
4
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petanimenjelaskan bahwa pemberdayaan petani adalah segala 

upaya untukmeningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usahatani yang 

lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, 

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan ja-

minan luasanlahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi, serta penguatan kelembagaan petani. 

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah para Petani di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terutamakepada 

Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata 

pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yangmempunyai 

lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luaslahan paling luas 

2 (dua) hektare; Petani hortikultura, atau peternak skala usaha kecil, nelayan yang 

melakukan usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikananberuku-

ran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) sesuai dengan ketentuan peraturan Perun-

dang-Undangan. 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah segala upaya untuk membantu Petani 

menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi 

                                                             
4

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, (Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

2018), hlm. 4.  
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dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersedi-

aan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu hendaknya dilakukan melalui : 

(1) Ketersediaan prasarana Petani kemudahan memperoleh sarana-

produksipertanian dan perikanan;  

(2) Kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena pro-

grampemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi per-

tanian dan perikanan;  

(3) Menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan Petani/ 

pembudidaya dan nelayan (risiko harga dan pasar)  

(4) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan 

(5) Perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sedangkan 

perlindungan yang dimaksud juga termasuk. 

Sedangkan Perlindungan yang dimaksud Pasal 40 Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, upaya 

pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu adalah segala upaya untuk memajukan dan mengembangkan pola 

pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan 

menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. 

Pertanian memiliki peran penting bagi masyarakat dan pemerintah, baik di Negara 

berkembang maupun negara maju. perkebunan mempunyai kontribusi yang besar 

terhadap perekonomian di Indonesia, salah satunya sebagai penyedian kebutuhan 

pangan manusia
5
.  

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu hendaknya dilakukan melalui : 

1) Pendidikan dan pelatihan  

                                                             
5
Lihat Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani 



 

5 

 

2) Penyuluhan dan pendampingan,  

3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil dan nelayan  

4) Pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi  

Kebutuhan pangan nasional  

5) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian,  

6) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,  

7) Kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan  

kelembagaanPetani / Pembudidaya dan nelayan.
6
 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis berusaha 

untuk memahami secara lebih mendalam tentang permasalahan ini, yang pada 

akhirnya menarik perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan 

judul: “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN 

PETANI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 

PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN 

TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

kelapa sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu? 

                                                             
6
 Lihat Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani  
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2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan pemberdayaan 

petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdaaan Petani di Desa Batang Kumu 

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu? 

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?  

b. Untuk menjelaskan apa saja Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di 

Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?  

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan  
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu?  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi 

penulis dalam menganalisis pelaksanaan Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

b. Untuk kegunaan bagi dunia akademis maupun perkembangan khasanah 

keilmuan dan juga di dalam masyarakat 

c. Untuk kepentingan instansi atau badan yang terkait yang memiliki 

hubungan objek penelitian kepada masyarakat sekitar mengenai 

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu 

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

 

D.  Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum  

Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan Negara kekuasaan 

(Machtsstaat) hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 yaitu 
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“Negara Indonesia ialah Negara Hukum.” Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, 

dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang 

tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Hal ini di 

pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian 

perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.
7
 

Dengan keberadaan Hukum dalam kehidupan sosial, penting untuk 

mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan yang sering kali 

bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, Hukum perlu mampu 

mengkordinasikan berbagai kepentingan tersebut agar benturan-benturan dapat 

diminimalkan sebisa mungkin. Dalam Bahasa Indonesia, terminologi Hukum 

Menurut KBBI merujuk pada peraturan atau adat yang dianggap mengikat secara 

resmi yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, termasuk Undang-Undang, 

Peraturan, dan sejenisnya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ini juga dapat 

merujuk pada patokan atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan 

atau pertimbangan yang diberlakukan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.
8
 

Dengan kata lain perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,  

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari 

beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: 

                                                             
7
 Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

8
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595 
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1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
9
 

2. menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 

dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
10

 

3. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah 

suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada 

subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
11

 

Perlindungan Hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara 

hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: 

perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai 

pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati 

dalam mengambil keputusan.Bentuk perlindungan hukum preventif terdapatdalam 

peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggran serta 

untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindugan 

                                                             
9
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.  

10
 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 102.  
11

Philipus M. Hadjon, Pengantur Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2011), hlm. 10.  
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Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul aki-

bat adanya pelanggaran.
12

 

Menurut KBBI petani merupakan seseorang yang bermata pencaharian 

bercocok tanam, sedangkan pertanian adalah pengusahaan tanah maupun segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tanam menanam. Perlindungan merupakan 

tempat berlindung atau melindungi.
13

 

Termuat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 bahwa: 

a) Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani merupakan segala upaya guna 

membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh 

prasarana dan sarana produksi, risiko harga, kepastian usaha, praktik 

ekonomi biaya tinggi, kegagalan panen, dan perubahan iklim;
14

 

b) Pasal 1 Ayat (3) Petani merupakan warga negara Indonesia perseorangan 

atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan; 

c) Pasal 1 Ayat (4) Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya 

alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, serta 

manajemen guna menghasilkan Komoditas Pertanian mencakup tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu 

agroekosistem; 

                                                             
12

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 2 - 3 
13

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai 

Pustaka,2002), hlm.242.  
14

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani  
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d) Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani merupakan kegiatan dalam bidang Pertanian, 

mulai dari sarana produksi, produksi atau budi daya, penanganan pasca 

panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa penunjang; 

e) Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha merupakan Setiap Orang yang melakukan 

usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan serta pemasaran hasil 

Pertanian, dan jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah 

hukum Republik Indonesia; 

f) Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang merupakan orang perseorangan ataupun 

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak memiliki badan 

hukum; 

g) Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani merupakan lembaga yang ditumbuh 

kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat serta 

memperjuangkan kepentingan Petani; 

h) Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani merupakan kumpulan Petani, peternak 

dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan 

komoditas, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; 

dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota; 

i) Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani merupakan kumpulan 

beberapa Kelompok Tani yang bergabung serta bekerja sama guna 

meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; 

j) Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan kumpulan dari 

Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani guna 

memperjuangkan kepentingan Petani; 
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k) Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan suatu 

lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian guna 

memperjuangkan kepentingan Petani; 

i) Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani merupakan lembaga yang 

melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk 

Petani, untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi Usaha Tani, baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

2. Teori Pemberdayaan Petani 

Menurut Anwas Pemberdayaan, berasal dari kata power atau daya. 

Pemberdayaan berkaitan dengan upaya merubah dalam struktur sosial masyarakat, 

karena ada proses sharing power, peningkatan kemampuan, dan penetapan 

kewenangan. Pemberdayaan pada hakikatnya dilakukan secara internal dari dalam 

diri orang itu sendiri. Peran pihak luar adalah mengembangkan potensi, dan 

membantu orang yang diberdayakan supaya dapat mengakses informasi, inovasi 

dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Landasan utama pengembangan 

kelembagaan sosial sebagai substansi pemberdayaan meliputi kesadaran, 

perubahan. Pemberdayaan tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, 

pemberdayaan ternyata tidak sebanding dengan realisasinya. Pemberdayaan bukan 

hanya sekedar membangun sesuatu, memberikan pelatihan keterampilan, dan 

melakukan kegiatan lainnya. Pemberdayaan merupakan upaya menjadikan 

masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Bentuk 

pemberdayaan perlu disesuaikan dengan potensi, masalah dan kebutuhan 

masyarakat nya sendiri. Pemberdayaan merupakan kegiatan untuk memperkuat 
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kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 

individu yang mengalami kemiskinan. Dengan tujuan menunjukan pada keadaan 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, 

maupun sosial. 

Menurut Mulyawan Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan 

pembangunan manusia yang memberikan ruang dan kesempatan yag lebih besar 

kepada masyarakat sebagai subyek dan pemngguna hasil-hasil pembangunan 

sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi lingkungan atau SDA setempat. 

Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam 

menangulangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas hidup 

manusia. 

Menurut Santi et al, Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu orang 

lain agar memiliki kekuatan (power) sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan inisiatif 

masyarakat untuk memberdayakan lingkungannya.
15

 

Menurut definisinya, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya 

memberikan daya (Empowerment) atau penguatan (Strengthening) kepada 

masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat dimaknai sebagai 

kemampuan individu yang memiliki integritas dengan masyarakat dalam 

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. 

                                                             
15

 Virghi Ichuwani, 2021, Pemberdayaan Petani Melalui Organisasi Gabungan 

Kelompok Tani, (Online), http://repositori.unsil.ac.id, diakses pada tanggal 28 Februari 2024 
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Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang 

bertujuan jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap implementasi dari 

pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering  

diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi 

tercapainya suatu tujuan maupun penerima manfaat yang dikehendaki.
16

 

Menurut Suharto, Pemberdayaan adalah sebuah proses atau serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat kekuataan atau kebudayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat termasuk individu yang memiliki tujuan mendapat hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai 

pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
17

 

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

Pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan Kemampuan 

petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik.
18

 melalui pendidikan dan 

pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana 

pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, 

kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan 

kelembagaan petani. Lembaga-lembaga petani ini adalah hasil dari inisiatif petani 

sendiri dan bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan 

                                                             
16

Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat DalamPer-

spektif Kebijakan Publik, (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 167. 
17

Sukino, Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani,(Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2013), hlm. 67. 
18

 Lihat Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani 
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kepentingan petani melalui pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok 

tani.  

Berbagai definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa ini adalah proses dan 

tujuan sekaligus. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan rangkaian tindakan 

untuk memperkuat kekuasaan atau kebedayaan kelompok yang rentan dan 

masyarakat petani, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian 

individu atau masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat 

dapat mengidentifikasi potensi dan masalah yang mereka hadapi dan mampu 

mengatasi masalah  tersebut
19

. 

3. Teori Hukum  

Teori hukum ditemukan pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19 yang dimulai                    

dari aliran utilitarianisme Bentham tentang teori penghukuman dan konsep ilmu 

hukum dari Von Savigny dan kemudian mempengaruhi Max Weber. Adapun teori 

hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem 

konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut 

untuk sebagian penting dipositifkan. 

 Posner mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum, yaitu pertama, 

teori hukum berhasil mengungkapkan “ruang gelap (dark corners)” dari suatu 

sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat 

bernilai tentang unsur-unsur konsep hukum. Kegunaan kedua, teori hukum telah 

membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya 

                                                             
19

 Nunun Nurhajati, Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten 

Tulungagung), Jurnal Publiciana, Volume 13, Nomor 1, Februari 2021, hlm. 5. 
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adalah pengetahuan tentang sistem, yang berbeda maknanya dari sekedar 

mengetahui bagaimana menjalankan dalam suatu sistem dimana praktisi hukum 

telah bisa melakukannya.
20

 

 

E.    Metode Penelitian  

 Metode   Penelitian  bertujuan  untuk  mempelajari  bagaimana   pelaksanaan  

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kelapa sawit berdasarkan Undang-

Undang  Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani di 

Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.                

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan 

bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat karena dalam 

penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat 

yang diteliti untuk memberikan gambaran lengkap dan jelas tentang masalah yang 

diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan 

dipilihnya lokasi ini dikarenakan untuk mengkaji Pelaksanaan Perlindungan dan 

Pemberdayaan petani kelapa sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19  

                                                             
20

 Muhammad Sad Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 

266 
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Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani kelapa sawit di Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu secara konkret.  

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi  

Penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Rokan Hulu 

sebanyak 1 orang. 

2. Kepala Bidang Perencanaan Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 orang. 

3. Pelaku Usaha sebanyak 10 orang. 

4. Para Petani Kelapa Sawit sebanyak 100 orang. 

b.  Sampel  

Dari populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti 

menetapkan sampelnya. sampel bagian dari populasi yang akan dijadikan 

sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan 

diperoleh. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Rokan Hulu  

 sebanyak 1 orang. 

2. Kepala Bidang Perencanaan Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 orang. 

3. Pelaku Usaha sebanyak 2 orang. 
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4. Para Petani Kelapa Sawit sebanyak 10 orang. 

Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan  

metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah 

populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak 

oleh peneliti dan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1  

Populasi dan Sampel 

 

NO. 

 

Jenis Populasi 

Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

1.  Kepala Dinas Perkebunan dan 

Perternakan Kabupaten Rokan Hulu 

1 1 100 % 

2. Kepala Bidang Perencanaan Desa 

Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu  

 

1 

 

1 

 

100 % 

3. Pelaku Usaha 10 2 5 % 

4. Para Petani Kelapa Sawit 100 10 10 % 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2024 

 

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan sumber: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung sesuai dengan objek 

penelitian yang secara langsung dari responden dengan alat 

pengumpulan data berupa wawancara yang menjadi sampel penulisan 

penelitian ini. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang bersifat mendukung data primer yang berupa buku-buku, 

Undang-Undang dan dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti. 
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c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus ensiklopedia, data 

tersier adalah bahan-bahan mendukung terhadap data hukum primer 

dan data hukum sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana 

pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit  

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu 

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dapat mencakup 

evaluasi terhadap penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan 

pemberdayaan petani ditingkat lokal. Termasuk dalam observasi 

tersebut adalah pemantauan terhadap program-program yang 

diimplementasikan, tingkat partisipasi petani, serta dampak positif 

yang dapat diidentifikasi dalam peningkatan kesejahteraan di wilayah 

tersebut.      

b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak yang ada di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu 

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu . 
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c. Kajian kepustakaan yaitu memperoleh berbagai informasi dari 

berbagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode Sosiologis, 

Dalam penelitian ini metode Analisis Data yang digunakan adalah metode 

Analisis Kualitatif setelah terkumpulnya data primer dan data sekunder yang 

terkumpul dari peraturan-peraturan hukum yang ada, pendapat para ahli dan 

observasi yang didapatkan di lapangan dan peneliti menarik kesimpulan dari 

penelitian ini secara deduktif , yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan 

dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang 

bersifat khusus.  
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BAB  V                                                                                     

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasar-

kan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu, belum terlaksana sebagaimana mestinya dikare-

nakan beberapa permasalah seperti terkait penyediaan prasarana dan sarana 

produksi pertanian yang belum efektif terlaksana dilapangan, sehingga 

program yang diselenggarakan dari pemerintah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan 

petanibelum bisa tercapaiuntuk mensejahterakan petani. Hal ini bisa dilihat 

dengan bantuan jalan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupat-

en Rokan Hulu, harga jual kelapa sawit tidak sesuai dari perlaku usaha ke 

petani kelapa sawit, terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi, pelatihan 

dan penyuluhan yang kurang berjalan dengan maksimal. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa 

sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah Kurangnya pemahaman dan 
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kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban petani kelapa sawit yang 

sebenarnya telah diatur dalam Regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2013 sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan Undang-Undang 

tersebut. Hambatan tersebut diantaranya berupa Implementasi Undang-

Undang yang tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah, pelaku usaha, 

dan petani kelapa sawit. Kemudian, banyaknya kepentingan yang saling 

bertentangan antar pihak-pihak terkait (seperti perusahaan/pelaku usaha, 

masyarakat petani/lokal) hambatan juga muncul dikarenakan Keterbatasan 

akses petani kelapa sawit terhadap sumber daya dan teknologi yang 

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.⁠ 

3.Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan 

pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang 

Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan 

melakukan penguatan dan penegakan hukum dan Implementasi Undang-

Undang dilapangan secara maksimal oleh pemerintah, memberikan pendidi-

kan, pelatihan, dan program-program untuk meningkatkan kesadaran petani 

dan pemahaman petani terkait hak-hak dan kewajiban mereka. Meningkat-

kan akses petani kelapa sawit terhadap sumber daya yang diperlukan dan 

upaya memperkuat kesadaran hukum serta keterlibatan aktif petani yang 

muncul hambatan-hambatan dilapangan. Seperti, petani sadarakan pent-

ingnya hak-hak mereka selaku petani yang dilindungi oleh Undang-Undang. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus 

dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pihak Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten 

Rokan Hulu untuk tetap mengamati gerakan memberikan akses yang lebih 

baik terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkat-

kan produktivitas dan kesejahteraan petani. 

2. Diharapkan kepada Pelaku Usaha di Desa Batang Kumu untuk dapat Menye-

lenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi petani kelapa sawit un-

tuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan kewajiban, serta 

teknik pertanian yang berkelanjutan. 

3. Diharapkan kepada para petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu untuk 

dapat lebih memahami bagaimana untuk melaksanakan perlindungan dan 

pemberdayaan petani kelapa sawit, agar kebutuhan harga jual kelapa sawit 

bagi masyarakat bisa berjalan lebih baik. 
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